PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

Mengingat

DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya,
Kabupaten Mauku Utara dan Kabupaten Hamahera Tengah pada
kKhususnya, serta adanya aspiras yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
kesgjahteraan masyarakat;

bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Hamahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera
Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

bahwa dengan pembentukan Kabupaten dan Kota sebagaimana tersebut
dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulauan;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang ...
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Mauku
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3420);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang ...
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10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

11. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3895);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG  TENTANG PEMBENTUKAN  KABUPATEN
HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provins Mauku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinss Mauku
Utara, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provins Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat.

3. Kabupaten ...
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Kabupaten Maluku Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat |1
dalam Wilayah Daerah Tingkat | Propinsi Maluku.

Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat || Halmahera Tengah.

Kota Ternate adal ah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il

Ternate.

BAB |1

PEMBENTUKAN, BATASWILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur,
dan Kota Tidore Kepulauan di Provins Mauku Utara dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 3

Kabupaten Halmahera Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku

Utara yang terdiri atas:
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Kecamatan Morotai Utara;
Kecamatan Morotai Selatan Barat;
Kecamatan Morotai Selatan;
Kecamatan Galelg;

Kecamatan Tobelo;

Kecamatan Tobelo Selatan;
Kecamatan Kao;

Kecamatan Malifut; dan

Kecamatan Loloda Utara.

Pasal 4 ...
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Pasal 4
Kabupaten Halmahera Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku
Utara yang terdiri atas:
Kecamatan Pulau Makian,
Kecamatan Kayog;
Kecamatan Gane Timur;
Kecamatan Gane Barat;
Kecamatan Obi Selatan;
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Kecamatan Obi;

K ecamatan Bacan Timur;

s«

Kecamatan Bacan; dan
K ecamatan Bacan Barat.

Pasal 5
Kabupaten Kepulauan Sula berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Mauku
Utara yang terdiri atas:
a.  Kecamatan Mangoli Timur;
b. Kecamatan Sanang;
c. Kecamatan Sulabes Barat;
d. Kecamatan Taliabu Barat;
e.  Kecamatan Taliabu Timur; dan
f.

Kecamatan Mangoli Barat.

Pasal 6
Kabupaten Hamahera Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Halmahera Tengah yang terdiri atas:
a  Kecamatan Wasile;
b. Kecamatan Maba;
c. Kecamatan Maba Selatan; dan
d

K ecamatan Wasile Sdatan.

Pasal 7
Kota Tidore Kepulauan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Halmahera
Tengah yang terdiri atas:
a Kecamatan ...



